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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Latar belakang  

Dalam masa reformasi saat ini, tuntutan pemerintah untuk melaksanakan tugas 

pokoknya secara optimal menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan dan harus 

dipenuhi. Manajemen kependudukan adalah serangkaian kegiatan struktural dan 

penerbitan dalam penyampaian dokumen dan informasi pemerintah untuk 

pengembangan daftar kependudukan, pengelolaan kependudukan dan pemanfaatan 

yang berguna dalam pelayanan publik dan bidang lainnya. 

Koordinasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah salah satu 

indikator penting untuk mewujudkan berhasilnya pemerintah dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya di berbagai bidang. Salah satu contoh adalah pemerintah wajib 

melakukan pelayanan kepada  seluruh masyarakat terutama dalam administrasi 

kependudukan yang juga membutuhkan koordinasi dari berbagai pihak.  Pelayanan 

yang diberikan harus professional dan menerapkan prinsip tanggung jawab tanpa 

adanya diskriminasi atau membedakan pihak lainnya. 

Pelaksanaan manajemen kependudukan dengan sejumlah kegiatan struktural 

dan publikasi dalam penyediaan dokumen data kependudukan, pendaftaran penduduk 

pemanfaatan hasilnya untuk pembangunan pelayanan publik dan sektor lainnya. 

Penduduk yang bermukim di Indonesia merupakan bagian dari pelayanan publik yang 

diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam UU 

Kependudukan No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan 

pelayanan manajemen kependudukan sesuai dengan kebutuhan pelayanan manajemen 
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kependudukan yang profesional, standar teknologi informasi, dinamis, teratur dan 

tidak diskriminatif dalam jangkauannya, minimum, standar pelayanan yang 

berintegritas,  pelayanan publik untuk memecahkan masalah masyarakat. 

Dinas Kependudukan tak hanya memeriksa pengambilan formulir yang 

diperlukan untuk menerbitkan dokumen, tetapi juga harus terorganisir dengan baik, 

praktis, dan efektif agar warga dapat dengan mudah memahaminya serta bermanfaat 

secara hukum. Dokumen kependudukan membantu melindungi, 

mengakui/memvalidasi status atau peristiwa seseorang dalam kehidupannya sehingga 

warga dapat menghadapi berbagai situasi sehari-hari dengan mudah dan lancar. Selain 

itu, setiap individu membutuhkan layanan kependudukan sepanjang hidup mereka, 

dari kelahiran hingga akhir hayat, khususnya melalui pelayanan kependudukan dan 

pendaftaran penduduk di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini memberikan keuntungan 

bagi pemegang dokumen kependudukan. 

UU Pemda No. 23 Tahun 2014 secara khusus menyatakan bahwa 

penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat akan dipercepat melalui tiga jalur, yaitu 

peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan partisipasi sosial. 

Dengan demikian, nampaknya selain pengaturan dan kewenangan, pelayanan publik 

memiliki peran yang sangat penting dalam salah satu amanat umum tersebut.Selain 

itu, sesuai Peraturan Walikota Palembang Nomor 104 Tahun 2011, dalam petunjuk 

Dinas Pengelolaan Kependudukan dan Catatan Kependudukan, bukti kependudukan 

adalah surat yang diperpanjang sebagai akibat dari kegiatan daftar penduduk dan 

penyelenggara kependudukan yang meliputi surat keterangan pindah, surat keterangan 

pindah, surat keterangan kependudukan, akte kelahiran, akta lahir mati, akta kematian, 

akta batal perkawinan, akta cerai, akta adopsi, pengakuan dan pengukuhan anak, 
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catatan pinggir tentang perubahan nama dan kewarganegaraan. 

Kota Palembang, sebagai wilayah administratif Indonesia dan juga ibu kota 

Provinsi Sumatera Selatan, memiliki populasi yang signifikan. Oleh karena itu, 

kegiatan penting yang diadakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan 

diadakan di sana. Namun, jika data kependudukan tidak diatur dengan baik, akan 

terjadi tumpang tindih penduduk, yang dapat menyebabkan kekacauan dalam sistem 

kependudukan nasional. Pada tahun 2021,  

Jumlah penduduk Kota Palembang terbagi ke dalam 18 kelurahan yang 

tercantum di bawah ini: 

Tabel  1 Jumlah penduduk Kota Palembang berdasarkan kecamatan 

 

No. Kecamatan Jumlah 

Penduduk 

1 Ilir Barat II 67 654 

2 Seberang Ulu I 91 697 

3 Seberang Ulu II 100 555 

4 Ilir Barat I 141 949 

5 Ilir Timur I 65 918 

6 Ilir Timur II 85 222 

7 Sukarami 187 775 

8 Sako 112 633 

9 Kemuning 80 380 

10 Kalidoni 124 336 

11 Bukit Kecil 38 439 

12 Gandus 75 450 

13 Kertapati 92 407 

14 Plaju 94 207 

15 Alang-Alang Lebar 106 716 

16 Sematang Borang 56 914 

17 Jakabaring 90 942 

18 Ilir Timur III 72 879 

 Jumlah 1 686 073 

Sumber: Data sekunder Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota  Palembang 
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Berdasarkan data dalam tabel, populasi kota Palembang tercatat sebanyak 

1.686.073 orang dan terdiri dari 18 kecamatan. Tanggung jawab pemerintah terletak 

pada pengelolaan kependudukan, yang meliputi pembangunan tatanan pengelolaan 

kependudukan yang terstruktur dengan melibatkan berbagai instansi seperti pusat, 

provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan pemangku kepentingan lainnya. Kesuksesan 

dalam pembangunan kependudukan bergantung pada komitmen moral yang diberikan 

oleh aparatur pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk 

meningkatkan efisiensi dan memberikan pelayanan prima 

 Kecamatan Bukit Lama merupakan salah satu satuan pemerintahan setingkat 

Kelurahan di Kota Palembang. Desa Bukit Lama memimpin RW hingga 19 RW dan 

75 RT dengan jumlah penduduk 41,034 termasuk 20,492 laki-laki dan 20,542 betina. 

Kepadatan penduduk adalah 33,634 dan persentase penduduknya adalah 29,11%. Hal 

inilah yang menjadi fokus penulis studi kasus yang mempertimbangkan kepadatan 

penduduk yang tinggi di kecamatan Ilir Barat Satu, menanggapi data yang diberikan 

oleh penulis yang melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kepadatan penduduk 

secara umum baik pelayanan Dinas Kependudukan khususnya kematian sertifikat , 

menghilang. untuk masyarakat yang sangat lokal. 

Tabel  2 Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kerja Tahun 2020 dengan 

Target Tahun 2021 

No Indikator Kinerja Capaian 

Satuan Tahun 

2020 2021 

1 Cakupan Kepemilikan Akta 

Kelahiran 0-18 Tahun 

% 88,24 97 

2 Cakupan Kepemilikan Akta Kematian  % 212,56 137,19 

3 Persentase pasangan yang 

menikah non 

% 165,98 158,25 
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Muslim 

4 

 

 

Cakupan Kepemilikan Identitas Anak 

(KIA)  
% 42,39 46 

5 Jumlah Inovasi Pelayanan % 13 13 

6 Jumlah OPD yang melakukan 

Pemanfaatan Data Kependudukan 
% 1 2 

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi pemerintah tahun 2021 

 

Tabel 2 menunjukkan cakupan penerbitan akta kematian, memiliki akta 

kematian pada tahun 2020 sebesar 212,56% dari target 75%, sedangkan pada tahun 

2021 sebesar 137,19% dari target 80%. Ini berkurang 74,66%. 

   Tabel Capaian Kependudukan 2020-2021 dan Daftar Penduduk memiliki 

beberapa parameter untuk mengevaluasi kinerja program struktur kependudukan. 

Salah satu dari empat parameter tersebut adalah persentase akta kematian, yang masih 

jauh dari target yang ditetapkan dan mengalami penurunan sebesar 74,66%. Meskipun 

program ini sangat penting dan wajib dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia, 

pemerintah masih memperhatikan pencapaian target yang tinggi namun belum 

tercapai. 

Mendaftar kematian merupakan salah satu masalah yang sangat sulit dalam 

mengelola populasi. Kematian adalah sebuah peristiwa yang memiliki implikasi 

hukum, tetapi tidaklah merupakan perbuatan hukum yang diatur oleh undang-undang. 

Implikasi hukum dari kematian mencakup penetapan ahli waris, suksesi, perwalian, 

serta peraturan hukum yang melindungi hak dan kewajiban ahli waris dan harta benda 

yang ditinggalkan oleh ahli waris. Oleh karena itu, penting untuk mengatur segala hal 
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yang berkaitan dengan kematian. Selain itu, pelaporan kematian diperlukan untuk 

memastikan bahwa data populasi akurat dan faktual  

Agar terhindar dari masalah data kependudukan, penting bagi penduduk 

Indonesia untuk mengikuti peraturan kependudukan yang penting dan wajib dipatuhi. 

Salah satu peraturan tersebut adalah membuat akta kematian yang dapat diperoleh dari 

kantor desa atau rumah sakit di mana orang tersebut meninggal. Meskipun sering 

diabaikan oleh masyarakat, pengurusan akta kematian merupakan peristiwa 

kependudukan yang sangat penting dalam pengelolaan arsip. 

Meskipun jumlah penduduk Kota Palembang yang besar, tidak berarti 

mengikuti struktur penduduk yang umum. Hal ini terlihat dari rendahnya pencapaian 

akta kematian, yang menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 

kebijakan pemerintah masih rendah. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Palembang memerlukan layanan pengelolaan kependudukan 

berkualitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Saat ini, tujuan penulisan akta 

kematian belum tercapai karena banyak masyarakat masih berpikir bahwa jika 

seseorang meninggal, mereka tidak perlu melaporkan atau mengkhawatirkan 

kematiannya. Masih ada kendala dalam menjangkau daerah-daerah terutama daerah 

yang sulit dijangkau oleh pemerintah, sehingga angka kematian tetap rendah 

 Database kematian memegang peran penting dalam merencanakan 

pembangunan dan melindungi hak sipil warga. Setiap data kematian warga akan 

dihapus dari Kartu Keluarga Khusus (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 

serta dinonaktifkan dari sistem agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak 

bertanggung jawab. Keluarga yang masih hidup akan diberikan Kartu Keluarga baru 

dengan akta kematian sebagai hasil pemeriksaan.  
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Menanggapi fenomena yang ada, maka penulis ingin menulis dengan judul 

“Koordinasi Multipihak  (Stakeholder) dalam Pelayanan Akta Kematian di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana stakeholder yang terlibat dalam proses koordinasi akta kematian 

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, khususnya di 

Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat Satu? 

 1.3 Tujuan Penelitian 

 Untuk mengetahui bagaimana proses koordinasi stakeholder yang ada di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang khususnya di Kelurahan 

Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat Satu? 

 1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teori Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengembangkan 

pengetahuan dan informasi karena menambah informasi terkait koordinasi multi pihak 

dalam Pelayanan Akta Kematian Administrasi Sipil di Dinas Dukcapil Kota 

Palembang khususnya Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Satu Barat . 

2. Manfaat Praktis Bermanfaat untuk mengembangkan keterampilan peneliti dalam 

menyelidiki skripsi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

 5.2 Saran 

  Mengenai saran yang penulis jadikan sebagai masukan untuk koordinasi multi 

pihak dalam penerbitan akta kematian di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Palembang Studi Kasus Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat Satu yaitu. 

1. Saran praktis 

1) Meningkatkan koordinasi antar intan berjaringan untuk mencapai pelayanan 

yang optimal 

2) Panduan peralatan manajemen kependudukan dan daftar kependudukan 

3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui ketersediaan sarana dan 

prasarana 

4) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya daftar penduduk dan 

data daftar penduduk melalui sosialisasi melalui penyuluhan atau kontak 

 2. Saran teoritis 

1) Peneliti menyadari dalam penelitoian ini sumber-sumber dan referensi yang 

terkait secara langsung dengan penelitian yang digunakan masih kurang. Oleh 

karena itu, bagi peneliti selanjutnya agar lebih memperbanyak lagi sumber-

sumber dan referensi yang akurat mengenai permasalahan yang di angkat 

2) Bagi peneliti selanjutnya hendaknya meneliti dan mengumpulkan data lebih 

diperpanjang agar dapat melakukan wawancara secara mendalam. 

3) Bagi peneliti selanjutnya hendaknya mengevaluasi koordinasi akta kematian 

pada instansi lain. 
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